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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Publik 

Menurut Carr (1992) ruang terbuka publik adalah lahan kosong/tidak terbangun 

di dalam suatu kota/kawasan dimana lahan tersebut memiliki batas yang terbentuk dari 

pagar dan/atau deretan bangunan di sekitarnya. Ruang terbuka publik merupakan tempat 

untuk bersosialisasi antar individu atau kelompok dan dapat menyesuaikan dengan fungsi 

lahan tersebut. Fungsi dan kualitas dari ruang tersebut dapat diukur oleh komponen-

komponen/komposisi dalam lahan yang saling terhubung. Fungsi dari ruang terbuka yang 

di dalamnya termasuk taman kota menurut Hakim (1993) memiliki dua fungsi, yaitu 

fungsi sosial dan ekologi. 

a. Fungsi Sosial 

 Tempat bersantai, bermain dan berolahraga, 

 Tempat mendapatkan udara segar dari lingkungan dan bersosialisasi. 

 Penghubung dan pembatas antar massa bangunan/tempat. 

b. Fungsi Ekologi 

 Penyegaran udara. 

 Menyerap air hujan sekaligus pengendali banjir 

 Pemeliharaan ekosistem. 

 Pelembut arsitektur bangunan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taman adalah sebuah areal/tempat 

menyusun atau menata berbagai macam tanaman/bunga-bunga dengan berbagai macam 

media tanam serta elemen-elemen tambahan dan juga menggabungkan antara komponen 

material keras dan material lunak yang saling mendukung satu sama lain  agar terlihat 

keindahannya, kenyamanannya dan kesejukannya di dalam dan di luar ruangan. Dapat 

disimpulkan bahwa definisi taman dan lingkungan menurut Laurie (1986) adalah lahan 

dengan pembatas yang difungsikan sebagai sarana hiburan. Namun taman yang baik 

seharusnya tidak hanya menonjolkan sisi keindahan saja, tetapi dapat digunakan sebagai 

penekan stress dan meningkatkan kesehatan, dengan begitu taman akan memiliki nilai 

spesial bagi penggunanya.  
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Menurut Laurie (1986) taman dalam skala kota adalah sebuah ruang kosong tak 

terbangun (open space) dimana lahan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan beberapa 

kegiatan. Taman sebagai ruang terbuka menjadi pilihan warga kota untuk bersantai atau 

bersenang-senang secara individu ataupun kelompok. Pada saat ini taman tidak lagi hanya 

berfungsi menjadi lebih kompleks, berbagai macam tipe taman memberikan pola-pola 

aktifitas yang berbeda. 

a. Tipe pertama. Taman yang berfungsi sebagai tempat olahraga. Taman ini merupakan 

ruang terbuka yang digabungkan dengan fasilitas olah raga, baik berupa lapangan 

terbuka dengan street furniture, jogging track, biking, dan olah raga lainnya. Taman 

menjadi sebuah places for play dan sport park atau dapat disebut juga “taman aktif”. 

b. Tipe kedua. Taman sebagai tempat rekreasi selain terdapat wahana bermain juga 

identik dengan stand-stand penjual makanan. Disebut “taman pasif” karena para 

pengunjung menikmati taman tidak secara langsung dan taman pasif tidak 

membutuhkan campur tangan pengunjung. Taman memiliki fasilitas tambahan 

seperti: Gallery, panggung, theatre, dan objek lainnya yang dapat digunakan oleh 

pengunjung. 

 

  2.1.1. Elemen-elemen taman 

Menurut Arifin (2006) sebuah taman akan dianggap berhasil ketika desain taman 

tersebut sesuai dengan kebutuhan dan rencana pemanfaatan taman tersebut yang dibantu 

oleh kelengkapan elemen pembentuknya. Elemen taman juga biasa disebut unsur taman 

dimana terdapat benda yang membentuk keadaan dan akan menguatkan jenis taman 

tersebut. Elemen atau unsur pembentuk taman secara langsung atau tidak langsung sangat 

mempengaruhi kualitas dan penampilan taman tersebut. Jika didasari dari karakter atau 

tampilan kekerasannya, dibedakan menjadi elemen taman bahan keras (hard material) 

dan elemen taman bahan lunak (soft material). Ada juga elemen taman mayor dan elemen 

taman minor jika didasari oleh tingkat kemampuan manusia untuk mengadakan 

perubahan terhadap elemen yang tersebut. 

Adapun penjelasan dari soft material dan hard material adalah sebagai berikut: 

a. Soft material 

Selalu berubah keadaannya baik dalam bentuk, tekstur, warna, dan ukurannya. 

Perubahan atau variasi penampilan ini disebabkan karena vegetasi merupakan 

mahkluk hidup sehingga dapat berubah sesuai situasi dan kondisi lingkungan 
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sekitarnya. Contoh dari elemen lunak antara lain: skala vegetasi, tekstur perkerasan, 

dan warna. Fungsi soft material dapat digolongkan menjadi dua macam, sebagai 

pengisi ruang atau pembatas ruang. 

b. Hard material 

Elemen keras merupakan salah satu elemen penyusun taman. Dalam suatu taman, 

elemen keras tidak berubah baik dalam bentuk, warna ataupun ukurannya. Elemen 

keras dihadirkan dalam suatu taman diperuntukan sebagai pelengkap keindahan 

penampilan suatu taman. Contoh dari elemen keras ini seperti: Gazebo, pergola, 

kolam, air mancur dan air terjun buatan, bangku taman, lampu hias, dan lain-lain. 

Fungsi hard material dapat digolongkan menjadi dua macam, sebagai pengisi ruang 

atau pembatas ruang. 

 

 2.1.2. Prinsip-prinsip penataan taman kota 

 Menurut Ismanto et al. (2010) prinsip penataan dan perancangan taman kota 

sebagai ruang terbuka merupakan hal penting, karena itu dalam penataan taman kota 

harus memenuhi prinsip-prinsip atau kriteria agar taman tersebut menjadi bagian penting 

di dalam kota. Ruang terbuka dapat dianggap “penting” keberadaannya jika ruang terbuka 

tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat di dalam kota tersebut. Berikut 

merupakan prinsip penataan taman kota sebagai ruang terbuka hijau: 

a. Konsep revitalisasi 

Revitalisasi merupakan upaya merubah kualitas lingkungan dan sosial suatu kawasan 

atau bangunan yang bertujuan untuk meningkatkan vitalitas kawasan tersebut tanpa 

merubah secara drastis kawasan tersebut dan membantu perekonomian kawasan 

tersebut. 

b. Konsep Monumentalis 

Konsep monumentalis adalah penataan ruang terbuka yang bersifat vital bagi 

penggunanya di dalam kota. Harapan awal konsep ini akan dapat diterapkan bersama 

konsep komunitas, namun mayoritas komunitas kurang selaras dengan ruang terbuka 

monumental karena kondisi komunitas yang ramai sehingga mengganggu 

keberadaan monumen. Penataan ruang terbuka dengan konsep monumentalitas harus 

sejalan dengan konsep komunitas yang ada di dalamnya agar menambah unsur 

vitalitas bagi kawasan ataupun kota tersebut. 

 



16 

 

c. Konsep rekreasi 

Konsep utama dari rekreasi adalah ruang terbuka yang memfasilitasi interaksi antar 

kelompok, meningkatkan kesehatan dan psikologi, dan ketentraman. Prinsip 

penataan ruang terbuka yang didalamnya termasuk taman kota sebagai konsep 

rekreasi menurut Gold (1980) antara lain: 

1) Mempertimbangkan faktor sosial yaitu mereka yang menggunakan fasilitas 

tersebut dan dengan siapa mereka berinteraksi. 

2) Perencanaan fasilitas harus mengikutsertakan masyarakat agar dengan mudah 

digunakan oleh semua kalangan sekaligus menyesuaikan kebutuhan saat ini dan 

yang akan datang. 

d. Konsep penataan orientasi masyarakat 

Ruang terbuka seperti taman kota merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk 

masyarakat. Sehingga pengembangan, penataan dan perancangannya haruslah 

memperhatikan faktor budaya, pola sosial, gaya hidup dan psikologis masyarakat 

yang akan difasilitasi. 

 

2.2 Aksesibilitas bagi Disabilitas 

2.2.1. Pengertian aksesibilitas dan disabilitas 

a. Aksesibilitas 

Mengacu pada Undang-Undang No.4 tahun 1997 tentang Persamaan Kesempatan 

bagi Para Penyandang Disabilitas. Setiap orang di Indonesia atau Dunia wajib 

mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek yang berhubungan 

dengan kehidupan. Kesamaan hak dan kesempatan tersebut seperti hak mendapatkan 

pendidikan yang layak di segala tingkatan pendidikan, jenis dan jalur; Kehidupan 

sehari-hari yang layak; Mendapat perlakuan yang sama; dan mendapatkan hak 

spesial seperti rehabilitasi dan bantuan sosial lainnya. Termasuk kesamaan hak dan 

kesempatan dalam menggunakan fasilitas umum. 

Declaration on the Right of Disabled Persons (1975) menegaskan bahwa setiap 

orang yang memiliki kekurangan fisik seluruh atau sebagian tubuhnya (penyandang 

disabilitas) harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Hak 

tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas manapun tanpa diskriminasi atau 

memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik dan lain-

lain 



17 

 

Pada deklarasi ini juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang 

melekat untuk menghormati martabatnya dan para penyandang disabilitas berhak 

mendapatkan bantuan dari orang lain untuk membantu mereka menjadi lebih cepat 

mandiri atau mengurangi kemungkinan untuk meminta pertolongan pada orang lain 

dalam melakukan aktifitasnya. Para penyandang disabilitas juga berhak 

mendapatkan pendidikan, pelatihan, konsultasi, pekerjaan, pelayanan medis dan 

segala macam pelayanan publik yang dapat membantu mereka lebih cepat 

beradaptasi dengan lingkungan di masyarakat yang “normal” pada umumnya. Pada 

Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 

(1993) pasal 5 tentang Aksesibilitas, Negara harus menerapkan dan memahami 

pentingnya aksesibilitas dalam proses pemerataan pembangunan di negaranya atau 

di segala bidang masyarakat. Negara berhak memberikan lingkungan fisik, informasi 

dan komunikasi yang mudah diakses untuk segala jenis penyandang disabilitas. 

b. Disabilitas 

Menurut WHO, disabilitas adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu melakukan 

kegiatan/aktifitas layaknya manusia pada umumnya yang disebabkan kekurangan 

atau kehilangan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur anatomi tubuh 

yang biasa berhubungan dengan usia atau kejadian/musibah tertentu. Pengertian 

tersebut sejalan dengan yang tercantum pada Declaration on the Right of Disabled 

Persons (1975). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1997 

tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dibagi menjadi 3 golongan 

yaitu: Penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang 

disabilitas fisik dan mental (ganda). 

Untuk di Indonesia sendiri masyarakat umum lebih mengenal istilah difabel. Difabel 

merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa inggris diffable yang merupakan 

kependekan dari differenly able atau yang juga disebut  different ability (wikipedia). 

Istilah difabel merupakan sebuah wacana upaya pengganti istilah penyandang 

disabilitas dan penyandang disabilitas karena “disabilitas” disini memiliki konotasi 

yang negatif, sering digunakan untuk mengistilahkan barang yang gagal produksi. 

Menekankan pada perbedaan kemampuan bukan ketidakmampuan karena perbedaan 

fisik atau mental. Karena pada Bahasa Inggris disable itu berari “tidak mampu” dan 

difable dapat diartikan sebagai “perbedaan kemampuan” maka dari itu pemakaian 

kata difable dirasa lebih sesuai dengan kondisi para difable pada umumnya. WHO 
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telah mengeluarkan konsep baru tentang disabilitas, yaitu konsep International 

Classification of Functioning Disability and Health (ICF). Dari konsep tersebut 

terdapat dua komponen utama dalam memahami masalah difabel yaitu: Functioning 

dan Disability 

 

2.2.2. Standar aksesibilitas 

Menurut Harris & Dines (1998) terdapat tiga konsep desain yang dapat 

digunakan dalam penerapan aksesibilitas. Tiga konsep tersebut antara lain: 

a. Universal Design 

Universal design adalah sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh 

seorang arsitek bernama Ronald L.M. pada tahun 1985. Konsep ini memfokuskan 

untuk menghapus penghalang/gangguan aksesibilitas di fasilitas umum agar dapat 

digunakan oleh segala macam usia dan kemampuan individu pengguna. Kunci dari 

Universal Design adalah kemampuan dasar dari setiap jenis disabilitas digunakan 

sebagai dasar mendesain, dengan begitu semua fasilitas umum menggunakan standar 

aksesibilitas. Menurut Story (2001), keuntungan dari penggunaan konsep ini bagi 

pengguna adalah: 

1) People with disabilities 

Pengguna dengan disabilitas akan mendapatkan keuntungan lebih banyak, 

karena fasilitas umum yang benar-benar mudah digunakan layaknya masyarakat 

normal yang menggunakan fasilitas umum, disini tidak ada perlakuan khusus 

yang difokuskan pada disabilitasnya. 

2) People without disabilities 

Masyarakat tanpa disabilitas juga mendapatkan keuntungan dari Universal 

Design tersebut dengan memiliki pengalaman tambahan dalam hal 

menggunakan fasilitas. karena standar aksesibilitas juga dibutuhkan ketika 

mengalami cedera tangan atau kaki, sakit kepala, dan lain-lain. 

3) Older adults 

Keuntungan lainnya dapat dirasakan bagi orangtua/lansia. Universal Design 

mengadaptasi perubahan kebutuhan dari pengguna dan membantu mengurangi 

dampak dari penuaan. Konsep ini membantu para lansia untuk terus melakukan 

aktifitas hariannya tanpa banyak menyesuaikan kemampuannya dengan fasilitas 

yang digunakan. 
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Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh fasilitas umum yang aksesibel antara lain: 

Dapat digunakan oleh semua jenis pengguna; fleksibel dalam penggunaan; sederhana 

dan mudah digunakan; informasi penggunaan yang memadai; toleransi kesalahan; 

mengurangi usaha fisik; ukuran ruang yang sesuai dengan kebutuhan pengguna; 

mempunyai unsur kesenangan dan nyaman. 

b. Accessible Route 

Menyediakan jalur aksesibilitas juga merupakan jalan terbaik untuk memastikan 

desain yang Universal. Konsep ini menghubungkan antar bangunan atau area dengan 

tempat parkir, pintu masuk, fasilitas umum, dan bangunan umum. Jalur aksesibilitas 

harus disediakan secara terus-menerus dan bebas dari hambatan. Untuk beberapa 

bagian seperti elemen-elemen fasilitas umum dan detail harus terus-menerus 

menerapkan konsep ini. Contohnya: rest area dan tempat parkir; titik transisi antar 

bangunan dan trotoar dengan ramp; jarak antar bangunan dan pada permukaan 

beraspal, dan detail mengenai pencahayaan; penunjuk jalan dan mengurangi jalan 

buntu yang mengharuskan untuk berputar.  

c. Graduated Difficulty of Access 

Untuk konsep ini biasanya diterapkan pada pengelolaan fasilitas rekreasi luar 

ruangan, terutama untuk mendaki dan berkemah. Tujuannya adalah untuk 

menyediakan berbagai macam trek yang didasari dari kemampuan dan pengalaman.  

 

Standar aksesibilitas dibuat untuk menjadi landasan bagi perancang bangunan atau 

ruang terbuka agar tetap memperhatikan individu atau kelompok yang memiliki 

perbedaan kemampuan dalam melakukan berbagai macam aktifitas. Standar aksesibilitas 

erat kaitannya dengan penyandang disabilitas, tetapi kenyataannya standar aksesibilitas 

juga bisa digunakan bagi mereka yang memiliki perbedaan kemampuan karena faktor 

usia ataupun kehamilan bagi seorang wanita. Hal ini sesuai dengan asas aksesibilitas yang 

mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 yaitu: 

KEMUDAHAN, KEGUNAAN, KESELAMATAN, dan KEMANDIRIAN. 
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Berikut merupakan bangunan atau fasilitas umum yang harus memiliki standar 

aksesibilitas, antara lain: 

a.     Area parkir 

Fasilitas umum seperti tempat parkir dan sirkulasi penghubung antara tempat parkir 

dengan area atau bangunan memiliki standar yang harus dipenuhi, seperti: area parkir 

harus berdekatan langsung dengan bangunan yang difasilitasi oleh area parkir 

tersebut, untuk area parkir khusus penyandang disabilitas harus berjarak maksimal 

60 meter; drop-off area harus sedekat mungkin dengan pintu masuk utama dengan 

tidak ada perbedaan ketinggian dari permukaan jalan dengan jalur pejalan kaki; 

gerbang masuk harus mudah dikenali dan berada di area yang mudah dicapai; pintu 

masuk ke bangunan harus mudah dicapai dengan penambahan fasilitas tangga dan 

ramp. Pada standar yang diterapkan pada gambar 2.1 dapat dijadikan acuan standar 

aksesibilitas bagi taman-taman kota di Malang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Standar rute aksesibilitas 

Sumber: Harris & Dines (1998) 
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Pada peraturan standar tersebut telah dijelaskan bagaimana peletakan tempat parkir 

khusus penyandang disabilitas, standar tersebut sebagian hampir sama dengan 

pedoman standar dari Harris & Dines (1998) seperti: panjang trek atau pedestrian 

tidak boleh melebihi 60m dari tempat parkir khusus disabilitas; Tempat parkir harus 

bersebelahan/berdekatan dengan jalur pedestrian; Tempat parkir harus memiliki 

kemiringan maksimal 2 derajat dan lebar 3,7 meter, hal ini memudahkan bagi 

penyandang disabilitas untuk menempatkan atau menyiapkan kursi roda atau alat 

bantu berjalan lainnya sebelum turun dari mobil. Jalur pedestrian tersebut haruslah 

memiliki ukuran yang sesuai untuk dapat digunakan oleh pengguna kursi roda dan  

memiliki ubin pemandu untuk penyandang tunanetra. Berdasarkan KEPMEN PU 

No.468/KPTS/1998, standar ukuran tempat parkir mobil khusus penyandang 

disabilitas dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Standar tempat parkir. 

Sumber: KEPMEN PU No.468/KPTS/1998 
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Untuk perhitungan kebutuhan tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas, 

dapat dilihat pada tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1. Kebutuhan Tempat Parkir Aksesibel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KEPMEN PU No.468/KPTS/1998 

 

Tabel 2.1 menjelaskan tentang penyediaan tempat parkir khusus penyandang 

disabilitas sesuai dengan standar dari KEPMEN PU No.468/KPTS/1998. 

Perhitungan tersebut sesuai dengan spot tempat parkir yang tersedia, jika sebuah 

lahan parkir memiliki 1-25 spot tempat parkir maka harus menyediakan minimal 1 

spot parkir khusus penyandang disabilitas dan kelipatannya. Menurut Tse (2008) 

permasalahan aksesibilitas di tempat parkir merupakan hal terpenting dari sebuah 

bangunan/area/kawasan karena pengunjung yang akan menggunakan tempat tersebut 

selalu membutuhkan tempat parkir khususnya penyandang disabilitas fisik. Bukan 

hanya tempat parkir yang harus aksesibel namun sirkulasi dari dan menuju tempat 

parkir juga memiliki standar khusus, seperti tempat parkir harus memiliki jarak 2,4 

m dari tiap kendaraan untuk memberikan ruang gerak bagi pengguna kursi roda. 

Ruang gerak tersebut ditonjolkan dengan perbedaan warna/corak pada material 

lantainya dan harus langsung terhubung dengan ramp dan alat bantu aksesibilitas 

Jumlah tempat parkir yang 

tersedia 

Jumlah tempat parkir 

yang aksesibel 

1-25 1 

26-50 2 

51-75 3 

76-100 4 

101-150 5 

151-200 6 

201-300 7 

301-400 8 

401-500 9 

501-1000 2% dari total 20, +1 untuk 

setiap ratusan. 
1001- dst. 
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lainnya. Sirkulasi menuju bangunan/area harus memiliki perbedaan corak dan tekstur 

lintasan dengan sirkulasi pada umumnya yang dilengkapi dengan penanda khusus 

seperti pada gambar 2.3. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Desain spot parkir aksesibilitas 

Sumber: Tse (2008) 

 

 

b. Jalur pedestrian 

Jalur pedestrian merupakan poin penting dalam hal aksesibilitas karena bagian ini 

merupakan fasilitas yang menghubungkan antar bangunan atau kawasan. Jalur 

aksesibilitas harus bisa mengakomodasi setiap kebutuhan pengguna, tempat istirahat 

dan berhenti harus disediakan dengan ruang yang cukup, selain itu ukuran lebar jalan 

tidak boleh terlalu kecil untuk berjaga-jaga jika ada dua pengguna kursi roda yang 

berpapasan. Oleh karena itu lebar jalan haruslah memiliki lebar minimal 90 cm dan 

di setiap belokan jalan atau area untuk berputar haruslah memiliki ruang/jarak yang 
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lebih dari 90cm, tempat beristirahat dan berhenti harus memiliki ketinggian dan area 

cukup untuk meletakkan atau memarkir kursi roda dengan aman dan mudah. 

Dapat dilihat pada gambar 2.4 menunjukkan posisi penempatan ramp pada trotoar 

di dekat area penyeberangan. Untuk aksesibilitas nya sendiri ramp ditempatkan 

sejajar atau berada di dalam area zebra-cross, hal ini untuk memudahkan bagi 

penyandang disabilitas agar dengan mudah menaiki trotoar setelah menyeberang. 

Pada gambar tersebut terdapat empat macam posisi penempatan ramp (mulai dari 

kiri). 

Pada pilihan pertama: ramp ditempatkan di sisi luar penyebrangan terdekat dari 

lampu merah dan berhadapan lurus dengan ramp di seberang jalannya. Keuntungan 

dari pilihan ini adalah lebar dari penyeberangan dan merupakan pilihan yang paling 

sering digunakan. 

Kedua: Jalur ramp sedikit pendek dengan lebar penyeberangan yang sama dengan 

lebar ramp. Penyeberangan terkesan lebih kaku dan terarah, keuntungan dari pilihan 

ini adalah memperoleh fokus lebih besar kepada area penyeberangan. 

Ketiga: Ramp pada trotoar ditekankan posisinya lewat peletakan pot tanaman 

disekitar area ramp. Area penyeberangan berbentuk kotak dan bersambung antar 

penyeberangan. Keuntungan dari pilihan ini ada pada fokus yang terarah menuju 

rampnkarena ramp diapit oleh pot-pot tanaman tetapi terkesan lebih tertutup dan 

kurang leluasa. 

Keempat: Pilihan yang jarang diinginkan bagi disabilitas. Fokus berada pada 

ramp dengan area penyeberangan yang lebar dan menyambung dengan trotoar 

disekelilingnya. 

Pemilihan Ramp dan penyeberangan di sesuaikan dengan kondisi taman-taman di 

Kota Malang agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk taman yang berada 

di area yang ramai kendaraan dengan jalan raya yang lebar maka pilihan nomor satu 

lebih cocok karena fokus pada area penyeberangan; Untuk taman yang berada di area 

yang ramai kendaraan dengan jalan raya yang tidak begitu lebar maka pilihan nomor 

satu juga dirasa paling cocok karena pengendara akan terfokus pada lebar area 

penyeberangan.  
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Gambar 2.4 Standar dan detail ramp pada trotoar 

Sumber: Harris & Dines (1998) 

 

c. Jalur pemandu 

Jalur pemandu adalah jalur dengan ubin khusus dimana ubin atau pelapis lantai 

tersebut memiliki perbedaan corak dan motif pada permukaannya sehingga memiliki 

arti tertentu. Jalur pemandu  biasa digunakan untuk membantu penyandang tunanetra 

untuk berjalan karena tunanetra akan meraba corak/motif jalur pemandu untuk 

menunjukkan jalan. Perbedaan ketinggian lantai sangatlah berbahaya dan harus 

dikurangi penggunaannya terutama pada jalur utama pedestrian jalan. Kondisi 

eksisting diharapkan memiliki penanda untuk memperingatkan perubahan material 

atau ketinggian dari pedestrian. 

Tunanetra juga dapat mencapai tujuan dengan mengingat perbedaan material jalan 

sehingga tunanetra dapat menemukan posisi arah tujuan dengan tepat dan 

mengidentifikasi bahaya. Dengan mengandalkan keseimbangan dapat membantu 
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mengidentifikasi gradasi pada permukaan jalan sehingga dapat membedakan awal 

dan akhir dari ramp, mengira-ngira lebar dari jalan atau letak struktur drainase. 

Gambar 2.5 menunjukkan perbedaan dari tekstur lantai/ubin yang bertujuan 

memberikan peringatan bagi tunanetra pengguna pedestrian tersebut. Ubin dengan 

tekstur horisontal berlawanan dengan arah perjalanan berguna sebagai penunjuk atau 

peringatan akan ada perbedaan ketinggian atau material di depannya. Panjang dari 

ubin peringatan adalah 90 cm dengan lebar mengikuti lebar pedestrian. Pada gambar 

2.5 jugs menunjukkan cara penyandang tunanetra menggunakan atau meraba kondisi 

tekstur jalan, lebar dari trotoar pada gambar tersebut harus memiliki ruang kosong 

sebanyak 15cm terhitung dari sisi luar tiap kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Jenis ubin pemandu dan cara menggunakannya 

Sumber: KEPMEN PU No.468/KPTS/1998 
 

Sesuai dengan KEPMEN PU No.468/KPTS/1998, menjelaskan beberapa 

persyaratan tentang jalur pemandu yang diterapkan pada bangunan ataupun fasilitas 

umum, antara lain: 
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1) Ubin pemandu dengan tekstur memanjang atau lurus digunakan sebagai penanda 

untuk berjalan karena ubin dengan tekstur tersebut memiliki celah diantara 

tekstur untuk dijadikan sebagai trek atau jalan untuk ujung tongkat. 

2) Ubin pemandu dengan tekstur bulat digunakan sebagai pemberi tanda bahaya 

atau perubahan material atau arah dari jalur pedestrian tersebut. 

3) Untuk memasang ubin pemandu sebaiknya memperhatikan material lantai di 

sekelilingnya, hal ini bertujuan agar penyandang tunanetra tidak mengalami 

kesulitan dalam membedakan tekstur permukaan dari ubin pemandu. Ubin 

pemandu juga dapat diberi warna cerah seperti kuning atau jingga sebagai 

pembeda dari ubin atau material di sekitarnya. 

4) Untuk penerapan ubi pemandu sendiri harus dipasang pada lantai di depan pintu 

masuk dan keluar bangunan, arah menaiki atau menuruni tangga, dan area yang 

memiliki perbedaan ketinggian; area rawan kecelakaan seperti ujung dari 

pedestrian yang mengarah ke jalan raya; pada jalur pejaln kaki yang 

menghubungkan antar bangunan atau area; di dekat fasilitas umum untuk 

pemberhentian kendaraan umum seperti halte dan stasiun kereta api. 

Untuk cara penerapan dan penyusunan dari ubin pemandu dapat dilihat pada gambar 

2.6 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Penerapan ubin pemandu. 

Sumber: KEPMEN PU No.468/KPTS/1998 
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d. Pintu 

Untuk aksesibilitas pada pintu harus dapat dengan mudah digunakan oleh 

penyandang disabilitas dengan lebar minimal 90cm baik pintu utama untuk masuk 

atau keluar bangunan/area tapak dengan persyaratan tidak boleh ada perbedaan 

ketinggian lantai atau kemiringan di daerah pintu masuk.  

Beberapa jenis pintu masuk yang penggunaannya dilarang/dihindari menurut 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang KEPMEN PU No.468/KPTS/1998 

antara lain: 

 Pintu geser. 

 Pintu yang berat, karena akan cukup menyulitkan bagi penyandang disabilitas. 

 Pintu yang dapat dibuka kedua arah (keluar-kedalam). 

 Pintu dengan handle yang tidak aksesibilitas. 

 Pintu dengan material lantai yang licin. 

 Khusus untuk tunadaksa, bagian bawah dari pintu harus memiliki plat tendang 

yang dapat membantu membuka pintu. 

 

Seperti pada gambar 2.7 memperlihatkan beberapa detail khusus pada pintu yang 

berfungsi membantu aksesibilitas penyandang disabilitas. Detail seperti plat tendang, 

plat tendang selain berguna untuk mendorong pintu, juga berguna sebagai pengaman 

bagi pintu kaca. Untuk area di dekat atau di depan pintu harus memiliki ubin 

pemandu untuk mempermudah kaum tunanetra. Pegangan pintu tidak boleh 

berbentuk bulat (membuka dengan diputar) karena akan membutuhkan banyak 

tenaga dan akan sulit bagi pengguna kursi roda, pegangan pintu dengan bentuk 

seperti kail (salah satu ujung melengkung) akan lebih mudah diraih dan dipegang 

daripada pegangan bulat 

  

  

   

  

 

 

 

Gambar 2.7 Standar pintu dan details 

Sumber: KEPMEN PU No.468/KPTS/1998 
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e. Ramp 

Mengacu pada KEPMEN PU No.468/KPTS/1998, adalah sebuah bidang dengan 

kemiringan tertentu yang dibuat khusus bagi pengguna kursi roda yang tidak dapat 

menggunakan tangga. Ramp dilengkapi dengan area datar sebagai tempat beristirahat 

pada jarak tertentu. 

 

Menurut Tse (2008) ramp harus memiliki standar seperti: 

1) Jarak antara Handrails tidak boleh kurang dari 87cm. 

2) Terdapat area datar di bagian bawah ramp,diatas ramp, dan setiap 900cm 

panjang ramp harus terdapat area datar dengan lebar 150x150cm minimal. 

3) Untuk ramp dengan dua lintasan, maka lebar dan panjang dari area datar 

tersebut harus 150x300cm atau disesuaikan dengan lebar kedua lintasan 

ramp, karena area tersebut digunakan sebagai tempat istirahat dan berputar 

untuk kursi roda seperti pada gambar 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Ukuran standar ramp. 

Sumber: Tse (2008). 

 

f. Tangga 

Aksesibilitas pada tangga digunakan untuk meringankan kaum disabilitas seperti 

tunanetra dan tunadaksa pengguna tongkat dengan meminimalkan kemungkinan 

cedera yang disebabkan oleh: material lantai yang licin, kurang nyamannya besi 

pegangan, dan kemungkinan tersandung karena anak tangga. Pada gambar 2.9 

menjelaskan detail aksesibilitas pada tangga seperti: Terdapat handrails di tiap sisi 

tangga dan di tengah-tengah tangga, ukuran dari handrails tersebut adalah 80-92cm 

dengan jarak lebar antar handrails adalah 1,65m dan untuk jenis tangga yang 
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berputar juga harus menerapkan handrails di kedua sisi tangga tapi salah satu sisi 

handrails tidak boleh terputus hingga berakhirnya anak tangga. Lantai harus 

dilengkapi dengan jalur pemandu untuk tunanetra sebagai penanda bahwa ada 

perbedaan ketinggian atau terdapat tangga di depannya. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Gambar 2.9 Standar tangga. 

Sumber: Tse (2008). 

 

Untuk detail handrails sendiri, pemasangan handrails harus memiliki jarak minimal 

50-60mm dari dinding agar mudah dijangkau. Untuk detail anak tangga di fasilitas 

umum harus memiliki perbedaan warna pada bibir anak tangga dan setiap ujung anak 

tangga menggunakan material anti selip dan anak tangga memiliki kemiringan 

tertentu untuk mengurangi kemungkinan kaki tersandung seperti pada gambar 2.10 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Gambar 2.10 Detail tangga. 

Sumber: Tse (2008). 
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2.2.3 Macam-macam penyandang disabilitas 

Penyandang disabilitas dibedakan menjadi 3 golongan yaitu : Penyandang 

disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan 

mental (penyandang disabilitas ganda). Batasan subjek pada penelitian ini adalah 

penyandang disabilitas fisik. Oleh karena itu standar aksesibilitas yang digunakan adalah 

untuk tunanetra, tunadaksa, dan tunaganda karena ketiga jenis ini memiliki permasalahan 

pada aksesibilitas. Tetapi perlakuan khusus tetap diberikan bagi mereka yang memiliki 

disabilitas ganda yaitu mengikuti standar yang bisa diterapkan untuknya. Contoh: 

Tunaganda yang memiliki dua jenis disabilitas seperti tunarungu dan tunadaksa, maka 

standar yang digunakan oleh orang tersebut dalam aspek aksesibilitas adalah standar bagi 

tunadaksa. Klasifikasi pembagian kategori penyandang disabilitas menurut Undang-

Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Klasifikasi Penyandang Disabilitas 

Nama Type Jenis Disabilitas Pengertian 

Tunanetra A Disabilitas Fisik Tidak dapat melihat; Buta 

Tunarungu B Disabilitas Fisik Tidak dapat mendengar atau kurang 

jelas dalam mendengar; Tuli 

Tunawicara C Disabilitas Fisik Tidak dapat berbicara; Bisu 

Tundaksa D Disabilitas Fisik Tubuh kurang sempurna 

Tunalaras E1 Disabilitas Fisik Disabilitas suara dan nada 

Tunalaras E2 Disabilitas Fisik Sukar mengendalikan emosi dan sosial 

Tunagrahita F Disabilitas Mental Disabilitas pikiran; lemah daya tangkap 

Tunaganda G Disabilitas Ganda Penderita disabilitas lebih dari satu 

kedisabilitasan 

Sumber: Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 
 

Berikut merupakan pengertian tentang beberapa penyandang disabilitas fisik, 

antara lain: 

a. Tunanetra 

Definisi tunanetra adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi 

penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan 

(wikipedia). Tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu: buta total 

(blind) dan low vision, karena kekurangannya pada indera penglihatan maka standar 

aksesibilitas yang digunakan harus berhubungan dengan indera peraba dan 

pendengaran. Pengertian tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
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tidak dapat melihat (KBBI, 1989:971). Anak yang mengalami gangguan penglihatan 

dapat didefinisikan sebagai anak yang memiliki kerusakan pada kedua indera 

penglihatannya dan walaupun telah dilakukan tindakan medis, namun hal ini tetap 

menimbulkan kerugian bagi si penderita, termasuk mereka yang memiliki sedikit sisa 

penglihatan (Low vision). 

b.  Tunarungu-wicara (RUWI) 

Secara umum tunarungu dapat diartikan sebagai anak/orang yang memiliki 

kekurangan pada indera pendengaran atau tidak dapat mendengar. Tunarungu 

sebenarnya ada dua macam yaitu tunarungu total dan tunarungu sebagian, sebagian 

disini bisa diartikan menjadi sedikit kurang bisa mendengar. Secara penampilan 

penyandang tunarungu tidak berbeda dengan orang atau masyarakat biasa tetapi 

dapat dikenali dari bagaimana dia berbicara. Beberapa tunarungu bisa sedikit 

berbicara tetapi dengan artikulasi yang samar-samar dan ada pula yang sama sekali 

tidak dapat berbicara dan hanya menggunakan isyarat tangan. 

Menurut Setyaningrum (2012), penyandang tunarungu adalah seseorang yang 

kehilangan kemampuan mendengarnya baik sebagian ataupun seluruhnya yang 

diakibatkan oleh kurang berfungsinya seluruh ataupun sebagai indera 

pendengarannya. Hal itu juga mengakibatkan pada perubahan cara komunikasi atau 

berbicara di kehidupan sehari-hari. Pada anak kecil, permasalahan tunarungu sangat 

berdampak pada perkembangan berbahasa anak yang sebenarnya perkembangan 

tersebut sangat penting untuk kesehariannya. Dalam hal aksesibilitas, tunarungu 

tidak mendapatkan kesulitan dalam mobilisasi karena indera peraba, penglihatan, dan 

anggota badan untuk bergerak tidak memiliki perbedaan. Pada penelitian ini 

tunarungu tidak memiliki standar aksesibilitas yang harus dipenuhi pada fasilitas 

umum karena permasalahan tunarungu berpusat pada pendengaran dan komunikasi. 

c. Tunadaksa 

Menurut situs resmi Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, tunadaksa berasal 

dari kata “tuna” yang berarti kurang atau rugi dan kata “daksa” yang berarti tubuh. 

Berkebutuhan khusus tubuh atau tuna daksa adalah suatu kelainan ortopedik pada 

tulang, otot, dan persendian yang mungkin disebabkan karena bawaan sejak lahir, 

penyakit, atau kecelakaan, sehingga apabila digerakkan atau untuk jalan dibutuhkan 

alat bantu. Tunadaksa memiliki dua jenis kelainan yaitu: kelainan anatomi dan 

kelainan fisiologis. Kelainan anatomi adalah kekurangan atau kerusakan pada 
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anggota tubuh yang diakibatkan oleh penyakit seperti virus polio maupun akibat 

kecelakaan. Dan Kelainan Fisiologis biasanya diakibatkan karena gangguan pada 

otak yang tidak sempurna sehingga mengganggu fungsi organ dalam tubuh, hal ini 

biasa disebut dengan cerebal palsy. Dalam kasus aksesibilitas pada fasilitas umum, 

tunadaksa merupakan jenis penyandang disabilitas yang dijadikan sebagai acuan 

dalam perancangan karena tunadaksa dan tunanetra merupakan jenis penyandang 

disabilitas yang membutuhkan bantuan dalam hal kemudahan mengakses 

lokasi/bangunan 

d.  Tunaganda 

Menurut Rakhmatullah (2013), Departemen Pendidikan Amerika Serikat 

memberikan pengertian bahwa penyandang tunaganda adalah anak-anak yang 

memiliki permasalahan secara total atau sebagian yang berhubungan dengan jasmani, 

mental, dan emosional pada tingkatan yang ringan sampai berat sehingga 

menghambat perkembangan fisik ataupun mental mereka, yang disebabkan oleh 

beberapa hal/kejadian, dan untuk berkembang membutuhkan perlakuan/pelayanan 

khusus seperti sekolah, psikologi, dan medis yang lebih banyak dibandingkan dengan 

individu pada umumnya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tunaganda adalah seseorang yang memiliki dua jenis 

kelainan atau lebih yang didapat mulai lahir ataupun karena penyakit atau kecelakaan 

dimana kedua kelainan tersebut membutuhkan perlakuan yang spesial untuk setiap 

kelainannya. Anak yang menderita tunaganda memiliki permasalahan yang 

kompleks seperti masalah jasmani, mental dan emosional yang diakibatkan dari 

kekurangannya tersebut. 

 

2.2.4. Taman kota sebagai sarana terapi 

Teori Ulrich (1984) menyebutkan bahwa taman merupakan media pendukung 

sebagai tempat untuk penyembuhan, hal ini mempertegas bahwa alam sebagai komponen 

penting dalam perawatan. Hal tersebut di pertegas oleh Westphal (2000) memaparkan 

bahwa definisi dan kategori therapeutic gardens dibagi menjadi beberapa golongan, 

seperti: healing gardens, enabling gardens, meditative gardens, rehabilitative gardens, 

and restorative gardens. Menurut Westphal (2000)  Rehabilitative gardens adalah taman 

yang diprogram untuk pengobatan paralel untuk beberapa orang atau kelompok 

masyarakat untuk mencapai hasil medis yang diinginkan. Fokus utama dari taman 

tersebut adalah Rehabilitasi Fisik. Menurut Tyson (2007:33), fungsi terapis pada taman 
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bagi penggunanya dapat dicapai melalui berbagai cara yaitu mendukung kemampuan 

yang dimiliki; menanamkan rasa kepemilikan (sense of belonging); meningkatkan 

kesadaran akan alam, musim, tempat, dan waktu; menyediakan area untuk berolahraga; 

dan lain-lain. 

 

2.3 Post Occupancy Evaluation 

Menurut Preiser et al. (2015) Post Occupancy Evaluation (POE) atau biasa 

disebut Evaluasi Pasca Huni adalah kegiatan berupa peninjauan ulang (evaluasi) secara 

sistematik dan menyeluruh terhadap bangunan-bangunan dan/atau lingkungan binaan 

yang telah dihuni. Fokus dari POE ada pada penghuni dan kebutuhan mereka. Dengan 

begitu penghuni/pengguna dari fasilitas itulah yang dapat memberikan penilaian terhadap 

hasil desain masa lalu dan kinerja bangunan yang dihasilkan. Penilaian ini akan menjadi 

dasar yang kuat untuk mengevaluasi bangunan dan menjadikannya lebih baik di masa 

depan. Sesuai dengan tujuan dari evaluasi dan kerangka waktu yang ditentukan, POE 

sendiri memiliki tiga jenis keuntungan dan manfaat antara lain:  

a. Keuntungan jangka pendek adalah keuntungan yang didapat dari pemanfaatan 

langsung temuan suatu proses POE adalah: 

 Identifikasi dan solusi masalah dalam fasilitas yang bersangkutan 

 Pengelolaan fasilitas yang tanggap terhadap nilai pemakai 

 Peningkatan pemanfaatan ruang melalui partisipasi pemakai dalam proses 

evaluasi 

 Memberi masukan lebih baik untuk hasil rancangan yang sudah ada 

 

Dalam jangka pendek, keberhasilan dan kekurangan dari bangunan diidentifikasi dan 

dibuat rekomendasinya untuk menyelesaikan masalah. Penelitian tambahan juga 

diperlukan untuk mengetahui permasalaha lebih mendalam.  Manfaat jangka pendek 

lainnya adalah POE dapat membantu untuk menunjukkan implikasi dari berbagai 

alternatif desain rancangan untuk menentukan anggaran terendah dengan hasil yang 

maksimal. 

b. Keuntungan jangka menengah berkaitan dengan pengambilan keputusan penting 

didalam pelaksanaan membangun, meliputi: 
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 Memberi kemampuan adaptasi fasilitas terhadap perubahan pertumbuhan 

organisasi, termasuk pemanfaatan kembali bangunan bagi pengguna yang 

berbeda 

 Kemungkinan penghematan yang signifikan dalam proses membangun. 

 

Dalam jangka menengah, POE dapat memberikan justifikasi dan informasi dasar 

untuk mengadaptasi penggunaan ulang, mendesain ulang atau merenovasi besar-

besaran dengan tujuan menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi di kondisi 

eksistingnya. Contohnya: Perubahan kebutuhan organisasi ruang. 

c. Keuntungan jangka panjang meliputi pemanfaatan dan masukan selanjutnya hasil 

POE bagi penggunaan dalam industri bangunan secara luas, yang meliputi: 

 Dalam jangka panjang performance bangunan akan meningkat 

 Peningkatan kepustakaan tentang standar, kriteria dan pedoman perancangan 

 

Dalam jangka panjang, penerapan POE dapat menjadi jaminan kualitas (quality-

assurance) dan berguna untuk meningkatkan perhatian terhadap pentingnya nilai 

kesehatan suatu bangunan. Selain itu POE dapat menjadi dasar merekomendasi dan 

merancang. 

 

Terdapat tiga jenis aspek dalam POE ini, namun pada penelitian ini aspek yang 

digunakan adalah aspek fungsional dan aspek teknis untuk mengevaluasi taman-taman 

kota yang akan dikaji. Berikut merupakan penjelasan mengenai aspek-aspek yang 

digunakan: 

 

2.3.1. Aspek fungsional 

Aspek fungsional yang dibahas adalah menyangkut segala aspek bangunan atau 

lingkungan binaan yang secara langsung mendukung kegiatan pemakai, perancangan 

bangunan yang menekankan pada fungsi akan berpedoman pada kesesuaian antara area 

kegiatan dengan segala kegiatan yang berlangsung di dalamnya, seperti tata ruang, 

sirkulasi dan pengguna/manusia. Bagian penting dari sebuah tata ruang yang menjadi titik 

perhatian evaluasi adalah kesesuaian fungsi ruang dengan kebutuhan dari pengguna dan 

pola kegiatan yang berlangsung pada ruang tersebut akan menunjukkan tingkat efisiensi 

bangunan dan lingkungan binaan tersebut. Selanjutnya adalah sirkulasi, sirkulasi yang 

fungsional adalah sirkulasi yang dapat mewadahi pergerakan dan kebutuhan dari 
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pengguna bangunan tersebut, sirkulasi yang salah ditandai dengan adanya daerah yang 

“terlalu sempit”, “terlalu padat”, “terlalu rumit” dan lain-lain. Terakhir adalah faktor 

manusia, faktor manusia berhubungan dengan segi perancangan dan standar, bagaimana 

kesesuaian antara konfigurasi, material dan ukuran terhadap kebutuhan pengguna. 

 

2.3.2. Aspek teknis 

Pemilik atau pengguna bangunan dan/atau lingkungan binaan pasti mengharapkan 

bangunan atau lingkungan binaannya aman, nyaman dan tahan lama. Harapan tersebut 

berhubungan dengan struktur, bukaan, sanitasi dan pengaman bangunannya. Kaitannya 

aspek teknis dari Post Occupancy Evaluation (POE) pada penelitian ini adalah 

digunakannya acuan standar/pedoman/peraturan dalam melakukan analisis, 

menyimpulkan sintesis dan mengeluarkan rekomendasi desain sehingga hasil akhirnya 

adalah sebuah bangunan/kondisi fisik yang aman , tahan lama dan sesuai dengan 

kebutuhan dari pengguna, khususnya penyandang disabilitas 

 

2.4 Tinjauan Studi Terdahulu 

Tinjauan studi terdahulu yang digunakan adalah yang memiliki kaitan dengan 

tema ataupun objek penelitian dan juga studi terdahulu yang berkontribusi terhadap 

penelitian ini seperti sebagai pembanding dan literatur acuan dalam menganalisis, 

penetapan parameter/variabel, penggunaan metode penelitian dan alur pembahasan 

penelitian ini. Berikut merupakan deskripsi studi terdahulu dan perbedaan dengan kajian 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

2.4.1. Kajian aksesibilitas difabel pada ruang publik kota. Studi kasus: 

Lapapangan Merdeka, Medan. 

Menurut Lubis (2008) Lapangan Merdeka merupakan ruang publik terbesar di 

Kota Medan, berukuran 175m x 175 m yang merupakan titik pertemuan warga dari 

berbagai etnis. Lapangan Merdeka dibangun sejak tahun 1880. Sesuai dengan PERMEN 

PU No.30/PRT/M/2006 seharusnya Lapangan Merdeka sudah memiliki standar 

aksesibilitas, mengacu pada data Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2005, jumlah 

penyandang disabilitas di Kota Medan mencapai 8929 orang. 

  Dalam melakukan kajian aksesibilitas difabel pada ruang publik kota, metoda 

penelitian yang digunakan yaitu: Metoda kuantitatif dengan survey dan membagi 

kuesioner, sedangkan metoda kualitatif dengan wawancara. Kriteria penilaian elemen 
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aksesibilitas pada Kawasan Lapangan Merdeka menggunakan: Persyaratan Teknis 

Fasilitas dan Aksesibilitas (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M2006 dan 

Rangkuman Standar Aksesibilitas (United Nations, 1995) 

2.4.2. Aksesibilitas ruang terbuka publik bagi kelompok masyarakat tertentu 

fasilitas publik bagi kaum difabel. Studi kasus: Kawasan Taman Suropati 

Menteng-Jakarta Pusat. 

Menurut Dewang & Leonardo (2010) tujuan dari kajian penelitian ini adalah 

merumuskan konsep untuk mengefektifkan pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi 

kaum difabel terutama penyandang disabilitas fisik pada Kawasan Taman Suropati. Jenis 

aksesibilitas yang diamati meliputi sirkulasi taman, parkir, jalur pejalan kaki di dalam 

atau di luar taman dan fasilitas pendukung aktivitas. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Langkah awal dalam penelitian ini adalah merumuskan prinsip-prinsip 

perancangan ruang terbuka publik yang mempertimbangkan aksesibilitas dan 

membandingkannya dengan kelengkapan substansi peraturan yang telah dikeluarkan, 

setelah itu mengidentifikasi permasalahan yang dialami pemerintah dan merumuskan 

upaya untuk mengefektifkannya.  

2.4.3. Pandangan disabilitas dan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang 

disabilitas di Kota Malang. 

Menurut Thohari (2014) penelitian ini ingin mengevaluasi kondisi aksesibilitas 

dan pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Kota malang. Survey 

terletak pada 125 fasiltias publik di Kota Malang dan mengklasifikasikan menjadi empat, 

yaitu: Tempat ibadah, instansi pemerintah, instansi non pemerintah dan instansi 

pendidikan. Acuan standar aksesibilitas yang digunakan adalah PERMEN PU No.30 

tahun 2006. Poin yang diukur dari fasilitas umum tersebut meliputi: ramp, guiding block, 

toilet khusus penyandang disabilitas dan parkir khusus penyandang disabilitas. Penelitian 

ini menggunakan metode sampling dengan metode clustering yaitu peneliti mengambil 

beberapa tempat yang mewakili suara diantara masyarakat Kota Malang secara 

keseluruhan. Sampling yang dipilih berada di empat tempat yaitu: Perumahan Araya, 

Perumahan Sawojajar, Tunggul Wulung dan Kota Lama. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari 125 fasilitas umum, 85% tidak mempunyai ramp untuk kursi 

roda, 83% tidak menyediakan toilet yang aksesibel, 97% tidak memasang guiding block 

untuk membantu tunanetra dalam berjalan dan 100% tidak menyediakan tempat parkir 
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khusus disabilitas dan survey kepada masyarakat hanya 30.85% yang pernah menjumpai 

kaum difabel di fasiltas umum. 

2.4.4. Kajian pengolahan sirkulasi ruang luar dan fasilitas khusus pada Taman 

Rekreasi Dunia Fantasi bagi “Diffable People”. 

Menurut Riany et al. (2014) Taman Rekreasi Dunia Fantasi merupakan salah satu 

tujuan masyarakat yang ingin berlibur, peneliti mencoba mengidentifikasi sejauh mana 

penerapan aksesibilitas pada perancangan taman rekreasi tersebut. Variabel yang diteliti 

antara lain: sirkulasi luar dan dalam, tatanan ruang luar, material dan tekstur, rambu, dan 

vegetasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Dimulai dengan metode 

kualitatif berupa penjelasan teori selanjutnya dikuatkan dengan metode kuantitatif yang 

berupa fakta di lapangan (pengukuran) dan akhirnya disimpulkan dengan metode 

kualitatif (penjelasan teori). Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang 

menggambarkan kenyataan melalui pengamatan/observasi, sedangkan metode kuantitatif 

yang digunakan menggunakan alat bantu ukur (meteran) dan pengolahan data hasil 

pengukuran tersebut ke dalam tabel analisa dengan mendapatkan hasil ukuran berupa 

angka. 

 
Tabel 2.3 Studi Terdahulu sebagai Pembanding yang Telah Dilakukan 

No. 
Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Kontribusi terhadap 

penelitian 
Pembeda 

1. KAJIAN 

AKSESIBILITAS 

DIFABEL PADA 

RUANG PUBLIK 

KOTA. 

Studi kasus: Lapangan  

Merdeka, Medan. 

(Lubis, 2008) 

Dari hasil kuesioner dan 

survey pada tapak, di 

simpulkan kawasan 

Lapangan Merdeka hanya 

memiliki 20% wilayah 

yang dapat diakses kaum 

difabel. 

 

Penggunaan konsep 

universal design dan 

barrier-free design untuk 

rekomendasi desain dan 

dasar untuk mensurvey. 

 

 

Evaluasi 

cenderung ke 

sirkulasi, tidak 

pada furniture 

taman.  

 

 

2 AKSESIBILITAS 

RUANG TERBUKA 

PUBLIK BAGI 

KELOMPOK 

MASYARAKAT 

TERTENTU 

FASILITAS PUBLIK 

BAGI KAUM 

DIFABEL. 

Studi kasus: Kawasan 

Taman Suropati, 

Pada beberapa titik di 

Kawasan Taman Suropati 

sudah memiliki standar 

aksesibilitas, namun 

kurangnya perawatan 

sehingga menyebabkan 

kerusakan pada fasilitas 

kaum disabilitas dan 

kurangnya pemahaman 

aparat/instansi terkait 

Metode wawancara 

terstruktur yang tidak 

hanya mewawancarai 

dinas PU atau DKP, 

tetapi dinas sosial juga 

diwawancarai tentang 

aksesibilitas pada taman-

taman.  

Hasil akhir pada 

pada penelitian 

ini lebih 

mengarah pada 

rekomendasi 

fasilitas yang 

aksesibilitas, 

bukan 

mengefektifkan 

fasilitas 
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Jakarta Pusat. 

(Dewang & Leonardo, 

2010) 

tentang pentingnya 

aksesibilitas. 

aksesibilitas 

yang sudah ada.  

     

3. PANDANGAN 

DISABILITAS DAN 

AKSESIBILITAS 

FASILITAS PUBLIK 

BAGI 

PENYANDANG 

DISABILITAS DI 

KOTA MALANG 

(Thohari, 2014) 

Lebih dari 83% fasilitas 

umum yang disurvey 

tidak memiliki standar 

aksesisibilitas dan 

menyebabkan 

penyandang disabilitas 

jarang tampak 

menggunakan fasiltas 

umum. 

Pemilihan sample subjek 

penelitian dengan 

pertanyaan yang tepat 

sasaran dan pengolahan 

data dari survey lapangan. 

Pada kajian ini 

fasilitas umum 

yang diteliti 

adalah tempat 

ibadah, instansi 

pemerintah, 

instansi non 

pemerintah dan 

instansi 

pendidikan. 

4. KAJIAN 

PENGOLAHAN 

SIRKULASI RUANG 

LUAR DAN 

FASILITAS KHUSUS 

PADA TAMAN 

REKREASI DUNIA 

FANTASI BAGI 

DIFFABLE PEOPLE. 

(Riany et al. 2014) 

Dari 8 zonasi kawasan 

pada tapak taman 

rekreasi, masalah 

aksesibilitas pada 

sirkulasi antar bangunan 

merupakan yang paling 

kurang. Tetapi untuk 

ramp, parkir khusus 

disabilitas dan pintu 

masuk sudah berstandar 

aksesibilitas 

Memberikan contoh 

dalam mendeskripsikan 

kondisi di lapangan dan 

membandingkannya 

dengan standar. 

Objek kajian 

tidak berupa 

taman kota dan 

kurang 

mendalam. 

 

2.5. Parameter Penelitian 

Dari Studi terdahulu dan teori-teori yang dikemukakan sebelumnya didapatkan parameter 

penelitian. Berikut merupakan parameter penelitan yang digunakan yang dapat dilihat 

pada Tabel 2.4 di bawah ini: 

 
Tabel 2.4 Parameter Penelitan 

Ruang terbuka Aksesibilitas 

Taman kota Massa Bangunan Lansekap 
Tinjauan umum 

aksesibilitas 

KBBI 

Taman adalah sebuah 

areal/tempat menyusun atau 

menata berbagai macam 

tanaman/bunga-bunga dan 

juga menggabungkan 

dengan material keras dan 

material lunak 

PERMEN PU 

No.30/PRT/M/2006 

Asas aksesibilitas di 

Indonesia: 

Kemudahan,  

Kegunaan, 

Keselamatan 

Kemandirian. 

PERMEN PU 

No.30/PRT/M/2006 

Asas aksesibilitas di 

Indonesia: 

Kemudahan,  

Kegunaan, 

Keselamatan 

Kemandirian. 

UU No.4 Tahun 1997 

Setiap orang di Indonesia 

atau dunia wajib 

mendapatkan hak dan 

kesempatan yang sama 

dalam segala aspek yang 

berhubungan dengan 

kehidupan. 
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Arifin (2006) 

Taman akan dianggap berhasil 

ketika desain taman tersebut 

sesuai dengan kebutuhan dan 

rencana pemanfaatan taman 

tersebut yang dibantu oleh 

kelengkapan elemen 

pembentuknya. 

KEPMEN PU 

No.468/KPTS/1998. 

Standar aksesibilitas 

untuk: jalur 

pemandu, pintu dan 

detail pintu, ramp 

 

Time-Saver 

Standards for 

Landscape 

Architecture (1997) 

Standar aksesibilitas 

untuk: Tempat parkir, 

signage, jalur 

pedestrian, ramp 

ruang luar, dan lain-

lain  

PERMEN PU 

No.30/PRT/M/2006 

Asas aksesibilitas di 

Indonesia: Kemudahan,  

Kegunaan, Keselamatan 

Kemandirian. 

Laurie (1986) 

Sebuah ruang kosong tak 

terbangun (open space) 

dimana lahan tersebut 

dimanfaatkan untuk 

melakukan beberapa kegiatan. 

Barrier-free design 

guide  (2008). 

Standar aksesibilitas 

untuk: Ukuran ramp 

indoor, tangga dan 

detail tangga, ukuran 

anak tangga, toiler 

dan fasilitas di 

dalamnya. 

 

Universal design 

handboook (2001). 

Area parkir haruslah 

menggunakan standar 

aksesibilitas tanpa 

ada perbedaan zona 

parkir 

Standard Rules on the 

Equalization of 

Opportunities for 

Persons with Disabilities 

(1993) 

Negara harus menerapkan 

dan memahami 

pentingnya aksesibilitas 

dalam proses pemerataan 

pembangunan di 

negaranya atau di segala 

bidang masyarakat. 

   Time-Saver Standards 

for Landscape 

Architecture (1997) 

Tiga konsep penerapan 

aksesibilitas antara lain: 

universal design, 

accessible route, 

graduated difficulty of 

access 

 

 


